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denimbang

lengingat

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA

NOMGR 1 TAHUN 2010

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KABUPATEN NATUNA TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TI'HAN YANG MAHA ESA

BUFATI NATUNA,

. buhwa sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1)} Undang-undang Nomer 32

Tahun Anggeran 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Urdang-Undang Nomor & Tahun 2005 tentang Penctapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Momor 3 Tahun 2005
Tentang Perubahan Undang-Undangan Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintah  Daeruh  menjadi  Undang-Undang, Kepala Daerah
mengajukan Rarcengan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Dacrah (APBD) kepada Dewen Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRDY) untuk memperoleh persetujuan bersama;

. bahwa Pepaturan Laerah tenmtang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Dacrah (APBLY) vang diajukan sebagaimana dimaksud dalam hurup a,
merupakan per wujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun
2000 yang dijaba-kan kedalam kebijakan umum APBD sena prioritas
dan plafon anpparan vang telah disepakati bersama antara pemerintah
daerah dengan DPRIY;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a
dan huruf b, pe-lu menctapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Beianja Duerah Kabupaten Natwna Tahun Angguran
2010.

. Undang-undang Noemor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan

Bamguman (Lembaan Megara Republik ldonesia Tahon 1985 Hnmi_:ur A,
lambahan Lembaran Megara Momor 3312) sebagainaing telab diubal
dengan  Undang-unders Nomor 12 Tabun 1994 (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tabun 1994 Nomor 62, Tamibabin Lembaran Megara
Muomor 356%9);
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- Undang-undang Womor 18 Tahun 1997 lentang Pajak Daersh dan

Retribusi Dacwk (Lemburan Negary Hepublik Indonesia Tahun 1997
Nomor 41, Tambahan Lembaran MNepara 3685) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Nepara
Republik [ndomesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembuaran
Mepara Nomor 4048);

Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas
Tanah dan Bang.nan (Lembaran MNegara Republik Tahun 1997 Momor
44, Tambahan Lembaran Negara Nomor IGER);

Undang-undang Nomor 28 Talun 1990 lentang Penyelengparaan Negara
yang Bersih dan Hebas dar Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Megara Nomaor 38515

Undang-undong Nomor 13 Tahun 2000 lentang Perubihan stas Undang-
undang Nomor 33 Tahun 1999 tentang  Pembentukan Kabupaten
Pelalawan, Kahupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten
Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan
Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor &0,
Tombahan Lembaran Negara Nomor 3968);

- Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 temtang Perubahan atas Undang-

undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah {Lembaru.. Mepara Re publik Indonesia Tahun 2000 Momor 246);

Undang-undang lomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik {Lembaran
Negara Republi. [idonesis Tahun 2002 Nomor 138, Tambaban
Lembaran Megara Republik Indonesia Nomar 4251);

Undang-undany MNomor 17 Tahun 2003 tentang  Kewangan Negara
(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomaor 4285);

Undang-undang Numor 22 Tahun 2003 wentang Susunan dan Kedudukan
MPR, DPR, DPLY, dan DPRD {Lembaran Megara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 92, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4310):

Undang-undang Mownor | Tahun 2004 tentang Perbendaliaraan Negara
{(Lembaran Negarw Republik Indonesia Tahun 2004 Nomaor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik [ndonesia Nomaor 4400);

Undang-undang Momor 10 Tahun 2004 tentang Pembenukan Peraturan
Perundang-undar tan (Lembaran Nepara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 33, Tamb.w.nun Lembaran Mepara Republik Nomor 4389):

Undung-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tabun 2004 lentang
Sistem Perencanaan Fembangunan Masional (1embaran MNegara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 114, Tambaban Lenharan Negary
Republik Indonesio Nomor 4421 );

- Undang-undang Nemor 15 Tahun 2004 wiang Pemeriksaan FPen gelolaan

dan Tanggung Jawab Kevangan Negora (Lembaran Megara Republik
Indonesia Tuhun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Megara Republik
Indonesia Nomor 4400);



P, Vhlang-Ulndairg Nodmor 32 Tabwn 20064 tenbmg Pomermtalon Dacials
(Lembaran Megua Bepubhk  Iodonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tumbahan  Lemboran Nepoarn Hepublih Indonesia - Nomor 4437)
sebapamuna telah diubah dengan Undang-Undang Nomor B Tahun 2005
enlang  perdtapan Peraturan Pemerintah Peoggantt Unadung-Umdang
MNomor 32 Tabun 2004 tentang Pemerintahan Dacral menjads Undang-
Undang (lembaren Negara Republik Inclonesia Tabun 2005 Nomor TR,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4548);

13, Undang-undeng Nomor 33 Tubun 2004 tentang Perimbanpgsn - Keuanguan
antara Pemerine 1 Pusat dan Pemerintah Daerah  (Lembaran Negara
]*'.l..'|'rl|l‘.1[:|k Incomess Tahon 2004 Moogwy 126, Tambalem  Lemibsiran
Megara Republih Indonesia Nomor 44381,

L&, Permturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tenting Kedwdukan dan
Protokuler dan Keuangan Pimpinen Anggota DPRD (Lembaran Nepara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambaban Lembaran Negoera
Republik Indonesia Nomor 4410) sebagaimana telah divbah dengan
Peraturan Pemerinteh Momor 37 Tahun 2005 lenlang Perubalan Atas
Peraturan Pewnerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan dan
Protokuler dan I euungan Pimpinan Anggota DFRIY (Lembaran Negara
Rﬁpublik Indonesia Tahun 2005 Nomr 94, Tambahon Lembaran Negara
Republik Indonesa Nomor 45441;

7. Pernturan  Pemerinah Momor 58 Tahun 2005 tentang  Pengelolaun
Keuangan Daerul, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2005
Momor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik ldonesia Nomor
4378);

18, Peraturan Pemes weh Nomor 38 Tahun 2007 1entang Pembagion Urusan
Pemerintah Antara Pemerintih,  Pemerintah Doceab Provinsi  dun
Pemerintah - Daersh  Kabupaten/Kota  (Lembaran  Nepura  Republik

Indonusia Tahun 2007 Nomor B2, Tambaban Lembaran Nepara Republik
Indonesia Momor 4737);

19, Peraturan  Pemerintah MNomor 41 Tabun 2007 lentung  Orpanisasi
Perangkat Daersh (Lembaran Nepara Republik Indonesia Tuhun 2007

Momor 8Y, Tambihan Lembaran Megara Republik Indonesin Nomor
a741);

20, Peraturan Menteri Dalam Neperi Nomor 59 Tahun 2007 tentang
Perubahan Aws Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tenting Pedoman | engelolaan Kevangan | e rah;

21. Peraturan Menteri Dalam Negerd Nomor 25 Tahun 2009 tentang

Fedoman Penyusunen Anggaran Pendapatan dan Belanje Daerah Tahun
Anpparan 200 0;

22 Peraturan Duerab Kubupaten Nawna Nomor 23 Tahun 2008 tentang
Pokok-pokok Mengelolaan Keuangan Daerah;



Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NATLNA

BUPATI NATUNA

MEMUTUSKAN :

Menctaplan ¢ PERATURAN » PAFRAN KABUPATEN NATUNA  TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DALRAN TAHUN

ANGGARAN 200,

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Matuna Tahun Angparan 2010 schagai

berilut:
L. Fenda_palan Daerah Rp.  576.140,225.000,00
2. Belanja Daerah Bp. K35 284 B0 (00,00
Surplus 7 (Defisi) B (259144, 575.000,00h)
3. Pembiayuan Daecrah
a4, Penerimaan Kpe 274,044 575 000,00
b. Pengeluaran Bp. 15 000 000,000 00
Pemtbiayann Neto . 259 144575, 0000,0M)
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenan Rp. LK)
Pasul 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal | terdiri dar:

a Pendapat Asli Daerah sejumlah Rp.
b. Dana Perimbangan sejumiah Ry
€. Lain-luin pendapatan dacrah yang sah sejumlah R

4. 344, 0040, 000,00
344,020 80:.000,00
1T 17542500000

(2] Pendasatan asli daerah sebagaimana dimaksod prda ayat (1) hurof a terdin dari lenis pendapatan ;

a. Pajak daerah sejumlaly Rp

b. Retribusi daerah sejumlah Hp.

¢. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dinisahkan sejumiah Rp.
d. Lain-lain pendupatan asli deerah vang sah sejumlah Rp.

2693, 000.000,00
L0 1. Q00 000,00
4.6 0.000.000,00
€, 000, (00, Q0D Ok




(A1 Dana perimbangan sehagaimana ainuksud picds ayat (1) buruf b werdin dan jems peodagpatan;

. Dana bagl hasil /£ bagi hasil bukon pasd. setumlah Fp 519832 000000 )
b, Dana alokasi wmwm sejumlbah Rp. LTRAY
¢. Duna alokasi khusus sejumlah Rp, 24788 800.000,00

{4) Lain-lain pendapatan daeral yang sah sebaguimong dimaksud pada syt (1) hurat ¢ eedini dasi jenis

pendapatan:

& Hibah sejumluh 2. 0,00

b, Duma darurat sejumlaly p. 0,00

P bagge hasil pajak sejumlah Rp. 12 320.000.000,00

d. P'endoputan dona penyesuaisn sejun:lah Ep.  4.855.425.000.00

€. Bantuan kevangan dari provinsi dan pemerintah daersh lainnya Rp. 0,0
Pasal 3

(1) Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalwng pasal 1 terdin dar:
a, Delanja Tidak Langsung sejumlah Rp. 351485 989.228.00
b. Belanjo Langsung sejumlah [Rp. 483, 79881077204

(2) Belanja Tidak Lanpsung sebapaimana dimakeud pads syat (1) heruf o terdivi dar jenis belango:

a. Belanja pegawai sejumlah Rp. 217.441.439.228,00
b. Belanja bunga sejumlab Rp. 0,00
¢, Delanja subsidi sejumlah fp.  36.965.640.000,00
d. Belanja hibah sejumlah Ep. 36721 2010.000.00
¢, Belanja bantuan sosial sejuinlah Bp. 1640200000000
. Belanja bagi hasil sejumlah ip. 0,00
g. Belanja bantuan keuangan sejumlah Rp.  21.955.700.000,00
h. Belanja tidak terduga sejumlah Rp.  2.000.000.000.00

(3} Belanja longsung sebagaimana dimaksud pada ayat {1 Jhovuf b erdin dari jenis belanja:

a, Belanga pegavwar sejumbah Rp. Gl L 3T302, 250(H)

b, Belanja barard dan jasa sejumlah kp. 260.870.151.858,00

€. Belanja modal sejumlah Rp. 162.791.356.664.00
Pasal 4

{1} Pembrayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dori:
i, Penerimaann sejuimlah B, 274,144 57500004
b. Pengeluaran sejumlah Rpo 15000 000.000,0



(2) Penerimaan sebupaimang dimakswed pracda avat (1) hoewl g werdic duri jenis pembiay s

HE

=

E %

m

SILPA tahun anggaran sehelumnya sejumbah B 274044575 000 00
Peneairun duna cadaingan sepumlah R, .00
Hasil penjualan kekayuan ducrals yang dipisahkan scjumilah H . LRI
Penerimaun pinjuman docrah sejumlal €. 0
Pener.miun kembali pemberian pinjaman L. QR
Penerinumn pivtng daerah sgjumluly Hp. (3,06

(3) Pengeluaran sebapaimana dimaksud pada ayal (1) hurul b terdin dari jents pembiayiin:

noom P

=

Pembentukan dana cadangan sejumiah I L0

Penyenainn modal (investasi) pemerintly dasral sejumluh ’p.

b LARTLTER AR

Perabuyaran pokok utang sejumlal Kp. a.L0

Pemberian pinjaman daerah sejumlal

[ AT

Pazswsl 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Doerah sebugaimana dimaksud poda Pasal 1,

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bapian yung tidak rerpisablan dari Perturn Daerah ind,

Wag

)

berdirt dari ¢

Lampiran |
Lampivan I1

Lampiran 111

Lampiran IV

Lampiran V

Lamipiran V|
Lampiran VII

Lampiran V11 *

Lampiran 1%
Lampiran X

Lainipiran X|

Lampiruin X1
Lavmpican X111

Rinpkosan & B0

Ringkasan APBD menurnt Urusan Pemerintah Daeral dan Organisasi:
Rincian APBD  menurut Urusan  Pemerintah  Daerals, Organisasi,
Pendapatan; Beli nia dan Pembiayaan,

Rekapitulasi Belarju Menural Urusun Pemeriniah Daerabh Orgainisasi,

' Program dan Kepritan:

Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarmsan dan Koeterpaduan Ll pusan
Pemerimah Daerah dan Fungsi dalam Beerungha Pengelolum Keuungan
Mepars; I

Daftar Jumlah Pzgawsi Per Golongan dan Per Jabatan;

Daftar Pivtang Draerval;

Dafiar Penyertaan Modal {investasi) daeraly:

Daltar Perkiraan Penan,bahan dan Pengurangan Asel Tetup Daerah:
Daftar Perkiraun Pens m"ahan dan Pengurangan aset lainnya;

Daftar Keglatan-hegiatan  tehun  anggarn sebelupya yang  belum
disclesaikan dan dingparkan kembali dolam hun anggsran ini;

Daltar dana cadangan daerah dan

Daltar Pinjasson LY, vl dian obhigasi dacral,



Pasal &

Bupati menetaphon Pevaturon tentang Pengabar, i Aogegeanan Pencdapetan dan Belana Diascish sk
lndusan operasional peloksmmaan AL,

Fasal 7

1-"::|'.-1I|.Lr.1.|1.1}u|:mh i berluku sweut sejak wnpeal 4 Juniarei 2000
Agar sctiap orung mengetahuinya, memerintalikun penpunisngun Peraturan Dacrsh inl dengan
penempatannya dalam Lembacan Daeral,

[ditetapkan di Fanisi
Padlas tangpal 08 Maret 2010

Pl BUPATI

AAMIRLLLAN

Dundangkan di Ranai
e tangpal 08 Maret 2010

SEKRETARIS DAERALL

LA ASISABLI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NATHNA TAHUN 1 NOMOR 2010
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Lampiran 1 : PERATURAN DACRAK

o 1 Tahun 2010
Tanggal | 04 Marel 2000

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA

RINGHKASAN APBD
Tahun Anggaran 2010

Hode Uralan Jumlah
Hekening
1 ) 3

"- PENMDAPATAN
4. L Fendapatan Asli Daerah 14, 84, L0, L
1 L Hasi Pajak Dazrah 2 €93, D00, 000 071
108 2 Hisil Fabrioush Daerahn Il 1 OO HHE o)
4. L 1. Hasil Pengeiciaan Kekayaan Dzerah yang Dipsankan 4,60, 000,000.00
41 4 Lain-ain Perdapatan Acll Dserah yang San 5, 000,000,000.00
4. L Dana Perimbangan S 120,500,000, 00
408 1. Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak S5 RE2, 00, 000 Ui
g I S Dana Alskas Khyss 24, TRE, GO0, D00 00
4 3. Lain-lain Pendapatan yang Sah LT,0 75,425, 00,1
3 [Dana Bagl Hasll Pajak dal Provinsi dan Pemenntzh Daerah lanmya 123210, 000, (10 00
P R D Penyesuaian dan Otanemi Khusus 4 B35, 225 (00 410
Jurlah ST4, 140,225, N0, 1

= BELAMNIA

4 1. Belanja Tidak Langsing J51ASS VR IZR00
R Belanja Pegawai 217,441 439,228 00
L Belanja Subigdi 305,565, (A0 G )
5 1. 4, Belanja Hiban 55 720,21 0dHHE Gl
5L 5, Balanja Bantean Sasal 17,403, DRI G0
T I Balania Bantuan Keuangan Kepada Prowirsi/Kal  paten/Mots Dan Pemerinlah Desa 21055, 700 4 G0
5 1L 8 Belanm Tidak Terdugs KM, OGS a0
5. & Belan)a Langsung A3 TRR AR, 7T
L R I Belana Pegawa &0, 157, 30% 240 (i)
il Belznpa Barang dasi Jasa DEILBVLNE | A5E DO
5 4.3 Belan @ Modal D62, 79 156, 5464 00
Jumlah (LT BN I RITITE
Surplus | { Defsit ) (250, 144,874 B0, 10

[ PEMBIAYAAN
G 1 Pengrimaan Pembizyaan T4 144575, 000,00
[ ! Stca Lebih Perhiturgan Anggaran Dagrah Tabun Sebebimng AT 575 000 D
Jumlah T4 A STS R AT
[ B Pengeluaran Pembiayazan (AT
& 22 Parpertaan Moda (Investast) Pemenntbah Daecah (R TTTHELEELUTR
Jumilah 5 0 A

Permbiayaan neto

59, 144,57 500000

Sisa Lebih / Hurang Pembiayaan ‘n-p;.?d'-r. Tahun Berkenaan [ SILPA/SIKPA j

I

Fit. Bupati K

AMIRULLAH




